PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTAN!AN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YTANG MARA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbeng ;0. bchwao penyelenggarccn  pelayonean, khususnya peloyancn
penyuluhan, baik dibidcng pericnian, perikanan maupun kehutanan
yang diberikan oleh cparatur pemerintah kepada masyarakat petani
merupakan suatu kewgjiban don pedu semakin ditingkatkan baik dari
segl kaulites maupun kugnilias, tervtama dalom rangka upaya
peningkaten ketchancn pangon;

b. bchwa dalam upcya peningkaten efeklivitas penyelenggeraan
pelayanan penyuluhan bideng pertanian, perikanan dan kehutancn
kepada mesyarakat peteni perlu disusun dan ditata mekanisme den
prosedur penyelenggaraan pelayanan penyulunan, sesucl Undang-
Undang Nomor 146 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikencn, dan Kehutenen;

Cc. bchwa penyelenggarcan peicyangn penyuluhan bidang perianian,
perikanan dcn kehutcnca merupcken urusan wajib yang harus
dilaksanakan pemerintah kebupaten dan oleh karena perlu dibentuk
lembaga penyuluhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Orgeniscsi Perangkat Daerah;

d. bchwa untuk maksud dialas, periu dibentuk Badaon Pelcksanc
Penyuluhan Pertcnian, Perirgnan don Kehutanan di  Kabupaten
Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.,

Mengingct . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tchun 1959 teniang Penetcpan Undang-
Undang Dcrurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukon Daerch
Tingkat Il ¢i Kalimantan (Lemboran Negara Republik Indoneslia Tachun
1953 Nomer 9 ) sebagcei Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tchun 1959 Nomor 72, Tembchan tembecren Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentcng Pokok-Pokok
Kepegawaicn (Lembcron MNegara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 85, Tambchan Lembaran Negare Repubiik Indonesia Nomor
3044}, sebageimena telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
149, Tambcnhcn Lembarcn Negera Republik Indonesia Nomer 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tohun 2004 tentang Perbendaharacn
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tohun 2004 Nomor §,
Tombahan Lemberon Negara Republik Indonesia 4355);

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (lembaran  Negara  Republik
Indonesic Tahun 2004, Nomor 53, Tambohon Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4389%};

5. Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2004 lentong Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125,
Tambahan lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undong Nomor 8 Tahun
2005 tentaong Penetapan Peraiuran Pemerinioh Penggaonti Undang-
Undang Nomor 3 Tohun 2005 tentang Perubchan atos Undang-
Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentong Pemerintlaghan Doerah menjadi
Undang-Undang { Lembaran Negora Republik Indonesia Tehun 2005
Nomor 108, Tombahan Lembaron Negara Repubfik Indonesia Nomor
4438 )

6. Undang-Undong Nomor 33 -Tahun 2004 tentang Perimbangon
Keuangon Antara Pemerinian Pusat don Dcerch (tembaoran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambohan Llembaran
Negara Republik Indonesic Nomor 4438);

7. Undang-Urdang Nomor 16 Tahun 2004 tentong Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan doan Kehutanan {Lemboran Nagar Republik
Indenesia Tahun 2006 Nomor 92. Tc:mbc:hcm Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4640},

8. Pergturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ientang Pembagian
Urusan Pemaearintahan antara Pemerintch, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerch Kcbupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2007 Nomor 82 Tambohon Lembaron Negara
Republik iIndonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerinich Republik Indonesiac Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisast Perangkat Daeroh [Lemboron Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tombahon Lembaron Negare
Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menter Calam Negerd Nomor 57 Tahun 2007 tfentang
Petunjuk Teknis Penalaan Qrganisasi Perongkat Daerch;

11. Peraturan Daerah Kabupalen Sanggau Nomeor 11 Tohun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolacn Kevangon Daeroh;

12. Peraturan Daeroh Kebupaten Songgau Nomor 12 Tahun 2007 tentong
Urusan Pemerintiah Kabupaten Sanggaou.

Dengan Persefujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGALU
DAN
BUFAT!I SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! BADAN PELAKSANA

FENYULUHAN  PERTANIAN, PERIKANAN DAN  KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGALU.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
\ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengon :

. Daerah adalah Kabupaten Sanggou.

b. Kepalo Daoerah adalah Bupali Sanggaou:

c. Pemerdnichon Daerah adalgh penyelenggaraon uusan pemerintiahan oleh Pemerintah
Daergh dan DPRD menurut osas otonomi dan fugas pembantucn dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negaro Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Pemerintah Doerah cdalah Gubernur, Bupoti arau Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

e. Perangkat Daerch adaloh unsur membantu Kepala Daerch dolom penyelenggarocn
pemerintahan daerch yang terditi dar sekretariat daerah, sekretarigt DPRD, dinas daerah.
lembaga teknis daerch, kecamatan den kelurahan;

f. Badan Pglckscna Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalch Perangkat
Daerah vang. memiliki tugas pokok don fungsi peloksanacn penyuluhon dibidang
pertanian; perfkanan don kehutanan di Kabupaten Sanggou;

g. Penyuluhan peranicn, perkanan dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah
proses pembelciaran bagi pelcku utama serta pelaku vsaha agar mereka mau dan
mompu menolong danmengorganisasikon  dirinyo  dalam mengakses informasl pasar,
teknologi, permodalan dan sumberdaye lainnya sebagoi upaya uniuk meningkaikan
produklivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejohleraannya, serla meningkaikan
kesadaran dalam pelestaran fungsi lingkungan hidup;

h. Desenirglisasi adalch peyerchan wewenang pemerintahan cleh Pemerintah kepada
Daoerah Otonom uniuk mengatur don mengurus urusan pemeriniahan dolom sistem
Negara Kesatuon Republik indenesio;

. Tugas Pembantuan adolch penugasan dari Pemerintgh kepada Daeroh danfatau Cesa
dan dari Pemeiintah Propinsi kepado Kabupoten/Kolo dan/folau Desa  sefla daii
Pemerintgh Kabupaten/Kota kepada Desa uniuk melaksancken tugas-tugas tertenty;

j.  Otonomi Daerah adclah hak, wewenang dan kewgjiban daerch otonom unituk mengatur
dan mengurus sendii  urusan pernerintchon  dan kepentingan masyarakat setempat
sesul dengan peraturan perundang-undangen;

k. . Eselon adaloh Tingkatan dolom Jabatan Struktural;

. Kelompok Jabatan fungsional adaloh Kedudukan yang menunjukkan tugas, tcnggung
jawab dan hok seseorong Pegawai Neger Sipit dolam sctuan-satuan organisasi vang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlicn dan atau keterampilan fertentu
serta bermsifat mandid.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

3 Dengan Peraturan Daerch.ini dibenfuk Badan Pelcksana Penyuluhan Per*onlcn Perikanan dan
; Kehutanan Kabupaten Sanggau.

BAB IlI
SUSUNAN ORGANISASH
Pc:scI‘S

~ ) Susuman Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertenian, Perikanan dan Kehutonen
i terdin dari :

0. Kepala, membawchi sebanyak-banyaknya 4 [empat) bidang dan 1 {satu) Sekretariot;
b. Sekretarial, membawahi sebcnyck-bc:nyaknyc: 3 ({liga) Sub Bagion;

¢. Bidang, dan masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub
bidong:

d. Sub Bagian;
e. Sub Bidong:
f.  Unit Pelaksana Teknis Badan: dan
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g. Kelompok Jabaten Fungsional.

[2) Sexretoriat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelorr.\p.og Jabatan
Fungsional sebagaimana dimcksud pada posal 3 ayot (1) peraturan Daerah ini, jumlahnya
ditentukan berdasarken analis's beban kerja ¢an peraturan yang berlaky;

(3) Struktur orgenisasi, Tata Kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Badern Pelaksana Penyuluhen
Pertanicn. Perixanan dan Kehutanan ditetapken dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! “

Pcscl 4

(1) Bcden Pelcksana Penyuluhcn Pertanicn, Ferikancn dan Kehutanan merspakan unsur
pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oieh Kepaia Badan;

(2) Xepcle Baden dalem melaksanokan tugesnya berade dibawah den bertanggung jawcd
kepcdc Kepcla Deerch melalui Sexretaris Deerah;

Pasal &

1 Badan Pelcksane Penyuluhan Perianian, Perikcenen don Kehutanan sebgcgaimana tersebut
44 pada Pasal 4 oyat (2) Peraturan Daerch ini, mempunyai tuges menyusun kebijakan dan
' programa  penyuluhan, melaksanakan penyuluhen, pembinacn dan pengembangen
#q keficsama penyuluhan, meningkatkan kepasitas kelembagaan den penyuluh PNS,

Pusal é

4 Untuk menyelenggerckan tugas sebagaimanag dimaksud Pasal S Peraturan Daerch ini, Baden
24 Peicksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

1c. Fasilitesi proses pemielajaran pelcku utama can pelaku usaha ;

5. Pengupaycen kemudchen akses pelaku vicma don pelcku uscha kesumber informasi,
teknologi, cen sumber caya lainnyg:

¢. -Peningkcten kemompuan kepemimpinan, mangjerial. dan kewirausohaon pelaku utame
dan pelcku uscha;

Pemecancn masalah serta merespon pelucng dan tantangen yang dihadepi pelaku
vicma dan pelaku uscha yeng mengelolc uscha:

Peningkaten kesadcran pelgku utama den pelaoku uscha terhadap kelestarian fungsi
lingkungen;

Pelembcgaan nilai-nilai budcya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutancn yeng
mgcju dan modern bagi pelcku vtama secara berkelanjutan; dan

Pelckscnacn tuges lcin yang diberikan oleh Kepala Daerch sesuai dengen tugas don
xewenangannya,

(o3
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BAB V
UNIT PELAKASANA TEKNIS
Pasal 7
‘ede Badan Pelaksena Penyuluhen Pertanian, Perikanen dan Kehutanan dapat cibentuk Unit
‘slaksana  Teknis 3adaon, untuk melaksancken tugas-tugas teknls operaslonal Beden,
sipidengnya yeng mempunyai wilgyah karja meliputi satu atau beberapa kecamatan;

Pasal 8

At Pelaksanag Teknis Badan sebagaimenc dimaksud pada pasal 7 Peraturan Dcerch ini,
‘oimpin oleh Kepaic yang berada divawah den bertanggung jowab kepada Kepala Badan
o seccra operasional dikoordinasikan oleh Camct.
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Pasal ¢

Ur:.It Pelaksana Teknls Badan dibentuk atas usul Kepala Badan sesuci dengan kebutuhan dan
kewenangan serta berdasarkon Peraturan Perundang-undangan yaong berlaku.

BAB VI
KELOMPOX JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Pada Badcn Pelaksana Penyuluhan Pertonian, Perikanan dan Kehutanan dapot ditetopkan
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhon dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana paco Pasal 12 Peraturan Doerah ini, mempunyagi
tugas meloksonakan kegiatan teknis dibidang keohliannya masing-masing sesual dengan
kebutuhan;

Pasal 12

1) Xelompok Jabatan Fungsional sebagoaimaona tersebut poda Pasal 10 Peraturcn Daerah ini

terdin dari sejumich tencga dalom jenjang jobatan fungsional yong dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketuo kelompok yang berado dibowah dan berlanggung
lowab kepadag Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerch;

Kelompok Jabaton Fungsional sebagaimango dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

dibogi olas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerjo dan
keahliannyaq; :

Pembinaan terhadap tenocga fungsional diaksanakan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang beraku.

BAB VII
TATA KERJA

Paosal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badon, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bogion dan Kepala Sub Bidang wgjib menerapkon prinsip Koordinasi, Integrasi don
Sinkronisasi,

Seligp Pimpinan Satuan Orgonisasi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perkanan dan  Kehutanan bertonggung  jowabd  memimpin dan
mengkoerdinasikan bawahannya masing-masing dan memberkan bimbingan serto
petunjuk bagl pelaksanoon fugas bawaohannya.

Pasal 14

1} Setiop Pimpinan dalam Satuan Organisasi waijib mengikuti don mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jaweb kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkolo pada
wakiunya.

] Setiop loporan yang diterima oleh Pimpinan $Saiuan Organisasi darl bawahan wajib diclah
dan dipergunakaon sebagai bahan penyusunan loporan lebih lanjut dan uniuk memberikan
. petunjuk-petunivk kepoda bawahonnya.

Pasal 15
ihlam hal Kepala Badon berhalaongan, tugas-tugasnya dilakukan oleh secrang Kepalo Bidon

‘Jou Sekreforis yang ditunjuk oleh Kepala Doerah dengon memperhalikan daftar urut
pangkaton.
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BAB Vii
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

(1) Kepalo Badan adaleh jabatan strukfural eselon b,

(2) Sekretaris adaiah jabaotan struktura! eseion lli.a.

(3} Kepclo Bidang odalah jabatan strukiural eseion filb.

{4) Kepala Sub Bagion, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah
Jobatan struktural esefon [V.a.,

{3) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan odalah jobhatan siruktural eselon [V.b.

Pasal 17

{1} Kepola Bedan diangkot don diberhentikan deh Kepola Doerah dan Pegawai Negern Sipil
vang memenuhi syarat, setelah berkonsultosi secara tertulis dengan Gubernur Kalimanicn
Barat; ’

(2) Sekretaris <an Kepalo Bidong poda Badan Peloksena Penyuluhon diangkat don
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Megeri Sipil yang mermenuhi syarat;

{3} Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kepala UPT Badan pada Badan Pelaksana Penyuiuhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dicngkot den diberhentikon oleh Sekretfaris
Daeroh der Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, otas pelimpchan kewenangon
dar Kepalo Daerah; |

Pengc_ngkcfc:n Pejabat Eselonll, Al dan IV dilingkungon Bodon Pelaksono Penyuluhon
Pertanion, Perikanon dan Kehulanan, memgertimbangkan syarat dan kempelensi jabatan
- yeng telch ditetapkan berdasorkan hasil analisis jobatan don peroturan yang beraku.

BAB 13

PEMBIAYAAN
Pasal 18
legala bicya  yang diperiukan sebagal cokibatl dikeluarkannye Peraturen Daerah ini,
‘fibebonkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.,
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1?

‘gofuran pelaksancon dart Percluran Baerch inl vong berslfol teknis adminisiralif diatur
mudion dengan Percivron Kopala Coerah.

BAB Xi

‘ KETENTUAN PERALIHAN

' Pazaol 20

\ Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, moka  segola peraturan yong bertentangan
dengan pergturan ini'dinyatakon tidak bericku lagi.

!

Badan Pelaksang Penyuluhan Perianian, Perikonan dan Kehutanan yvaong terbentuk
i berdasarkan Percturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya
; paling lombot 1 satu} fohun seteloh benakunya Peraluran Doerahini,

!

{

179



BAB XI
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah Inl mulai beraku pada tanggal diundangkan.
Agar setliap orang dapat mengetahuinya., memerintahkan pengundangon Peraturan Daerch
ini dengan penempatannya dolom Lembaron Daergh Kebupaten Sanggou.

Ditelapkandi  : Sanggau

Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGALU, |

Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggaou
Pada Tonggal : 28 Janueri 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 24

g
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BAE X1

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundongkan.

Agar setiop orang dopoi mengetahulnya, memerintahkon pengundangon Peraturon Doerah
ini dengan penempatonnyg dalam Lembaran Daeran Kabupaten Sanggau.

y Ditetopkan di  : Sanggau
' Poda tangga!l : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Bi Undangkon df 1 Sanggaou
Pada Tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Tid

F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAL
TAHUN 2003 NOMOR 24

Untuk salinan yang sqih sesual dengan oslinya

Drs. F, ANDENG SUSENO, M.S!
Pembind Utama Mudg
NIP, Q10091997
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